BAB V

PENUTUP

A. Keseimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak ex officio hakim digunakan atau diterapkan ketika istri tidak
mengetahui hak-hak yang didapt pasca perceraian seperti nafkah
iddah,mut’ah dan hadhnah. Hakim Pengadilan Agama kelas 1A
Palembang secara ex officio dapat menghukum bagi suami untuk
memberikan nafkah iddah dan mut’ah sebagai bentuk perlindungan
terhadap hak mantan istri, meskipun istri tidak mengajukan
rekovensi tentang nafkah iddah dan mut’ah maupun hadhanah
kepada suami. Hal ini sesuai dengan pasal 41 ¢ Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa
pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk
memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu

kewajiban bagi mantan istri.
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2. Hak ex officio tersebut tidak dapat diterapkan untuk melindungi hak

mantan istri jika bebarapa sebab adalah sebagai berikut:

a. Jika istri dalam keadaam gobla ad-dukhul.

b. Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak ba’in atau nusyuz.

c. Karena adanya pernyataan dari pihak istri (termohon) yang tidak

menghendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.

d. Suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibebani

hak-hak yang dimiliki mantan istri.

Dalam perkara putusan Nomor: 1842 / Pdt.G / 2013 /
PA.Plg hakim telah mempetimbangkan hal-hal yang menjadi
dasar penerapan hak ex officio ini. Hakim menerapkan hak ex
officio dalam perkara ini karena menurut hakim mantan istri
(termohon) layak untuk mendapatkan hak ex officio sebagai
perlindungan hak nya setelah perceraian. Dan juga istri tidak
melakukan nusyuz seperti apa yang dijadikan suami(pemohon)

untuk menceraikan istrinya ini.
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B. Saran-saran
1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untk meberikan
penjelasan dan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri
selama masih dalam perkawinan maunpun ketika terjadi
perceraian
2. Hakim pengadilan agama khususnya pengadilan agama palembang
diupayakan bisa memilah dan memilih perkara mana saja atau hak
apa saja yang bisa diputus secara ex officio sehingga rasa keadilan
bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik masyarakat

kelas atas maupun masyarakat kelas bawah.
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